


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan
Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan , Tahun Anggaran 2018 telah dapat tersusun
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah selaku
Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas
pelaksanaan DPA Perangkat Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai
dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat telah berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah meskipun masih banyak kekurangan-kekurangannya. Informasi yang disajikan di
dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang kepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, melalui media pelaporan ini
dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan DPA di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari : (a.)
Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca dan (c) Laporan Operasional (d) Laporan
Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian interen
yang memadai, dan isinya te!gh menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah.

Painan, 02 Januari 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Drs. YEQ{’ﬂNAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003
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BAB 1
PENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretaris;

c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari 4 (dua) yaitu:

1. Inspektur Pembantu I.

2. Inspektur Pembantu II.
3. Inspektur Pembantu III.
4. Inspektur Pembantu IV.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah “ Melaksanakan kewenangan
Otonomi Daerah dibidang Pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan peraturan
perundang- undangan dan ketentuan”.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, Inspektorat memiliki fungsi sebagai berikut:
perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Pangan mempunyai kewenangan
dibidang Pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

1| CaLK Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIS ’
I
I S .
Kasub.Bag, Kasub.Bag Kasub,Bag, i
Umum & Perencanaan Evlap
Kepeg & Keuangan
Staf Staf Staf

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran
(DPA) Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas
Laporan Keuangan sehingga laporan keuangan diharapkan terwujudnya Tarnsparansi
dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah. Laporan Keuangan
menyajikan informasi tentang Anggaran dan Realisasi atas pendapatan dan belanja serta
menunjukan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan
Eksekutif sedangkan Neraca merupakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar
tentang Asset, Kewajiban dan Ekuitas dana yang mengungkapkan secara penuh kegiatan

Inspektorat dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
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Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perangkat
Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan
Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018,
1.3. Sistematika Penulisan |
Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6
(enam) bab dan setiap bab bérisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1,  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II  IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian
2.2. Hambatan dan Kendala
BAB III  PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
3.1. Rincian dari penjelasan
3.1.1. Pendapatan
3.1.2. Belanja
3.1.3. Aset
3.1.4. Kewajiban
3.1.5. Ekuitas Dana
QM/ 3.2. Pengungkapan Pos Aset dan Kewajiban
BAB IV  PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN
BABY PENUTUP
5.1. Kesimpulan
5.2. Saran
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BAB 1II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan
efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat
dalam bentuk tabel.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

"

REALISASI
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
KEUANGAN % Keu
I Z 3 4 5
INSPEKTORAT
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
569.366.278 553.370.443 97,19
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 42.900.000 35.002.648 81,59
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
91.200.000 90.350.000 99,07
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
57.205.391 57.205.000 100,00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
19.350.000 19.350.000 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
31.655.923 31.655.900 100,00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
i 40.041.964 40.041.900 100,00
[ 7 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan
- BanguAnRAmor 9.738.000 9.735.000 | 99.97
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perubdang-
Undanga 4.500.000 4320.000 | 96,00
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
42.290.000 39.592.500 93,62
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
161.350.000 161.212.495 99,91
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
47.425.000 47.295.000 99,73
12 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan
21.710.000 17.610.000 81,11
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1 2 3 4 5
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 242.242.000 208.386.287 86,02
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.000.000 3.000.000 100,00
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9.000.000 9.000.000 100,00
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
40.000.000 40.000.000 100,00
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Opesasionl 190.242.000 | 156386287 | 82,20
ML Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.603.523.158 2.471.581.456 94,93
17 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.294.560.535 1.195.383.750 92,34
18 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah :
S 778.578.673 | 759.905.380 |  97.60
19 Inventarisasi Temuan Administrasi
20.345.000 20.239.176 99,48
20 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
442.699.450 435.158.650 98,30
21 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
16.886.500 14.336.500 84,90
22 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah 23.362.500 21.662.500 92,72
23 Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
27.090.500 24.895.500 91,90
IV, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pengawasan 216.201.247 192.377.331 88,98
24 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
A tengpwana 199.785.000 178.586.331 | 89,39
25 Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor
s 16.416.247 13.791.000 | 84,01
i 3.631.332.683 | 3425715517 | 94,34

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target

Pada tahun 2018 capaian Kkinerja

didasarkan pada beberapa indikator dengan

Inspektorat

masing-masing

target

yang

Kabupaten Pesisir Selatan

sudah

ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target. Demikian juga penanganan

pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kewenangan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan

Perangkat Daerah yang telah

menerapkan

program
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pemberantasan korupsi telah mencapai target. Cakupan kegiatan pengawasan seperti
reviu laporan keuangan sudah menjangkau seluruh Perangkat Daerah namun kegiatan
pengawasan dan pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah
dicapai belum menjangkau seluruh Perangkat Ddaerah karena adanya keterbatasan
SDM.

Kendala yang masih melingkupi rangkaian pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah kepatuhan objek pemeriksaan dalam

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terutama tindak lanjut berupa penyetoran

kerugian negara yang melibatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi
atau pensiun dan meninggal dunia masih merupakan kendala dalam rangkaian
pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu peran
Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Kabupaten Pesisir Selatan akan

ditingkatkan dengan melibatkannya dalam kegiatan tindak lanjut LHP.
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BABIII
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan

Inspektorat
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Jenis Belanja ' Anggalll':fl 2018 Realisi;lls: 2018

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai 5.214.931.764,00 5.162.069.842,00
- Barang & jasa 3.619.332.683,00 3.413.715.517,00
Belanja Modal

- Tanah 0 0
- Peralatan & Mesin 12.000.000 12.000.000
- Gedung & Bangunan 0 0
- JIn, Irigasi & Jaringan 0 0
- Aset tetap lainnya 0 0
JUMLAH BELANJA 8.846.264.447 8.587.785.359
Surplus (Defisit) (8.846.264.447) (8.587.784.359)

3.1.1. Pendapatan Retribusi

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tidak melaksanakan pengelolaan dan
pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Inspektorat hanya melaksanakan retribusi jasa
umum yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Restoran) sebesar Rp7.660.468,-
yaitu 10 % dari dengan realisasi anggaran makan dan minum sebesar Rp78.727.500,-.
3.1.2. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Perangkat
Daerah hanya memuat penjelasan pos belanja :

> Belanja Pegawai

> Belanja Barang dan Jasa

> Belanja Modal.
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Uraian Anggaran Realisasi Penjelasan
No Belanja (Rp) (Rp) % Realisasi Belanja
1 Belanja Pegawai Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan
- Belanja Pegawai | 5.214.931.764 | 5.162.069.842 98,99 | Pegawai, dan Tambahan Penghasilan
(BTL) Berdasarkan Beban Kerja
- Belanja Pegawai 171.350.000? 170.500.000 | 99,50 | Terdiri dari : Honor Pegawai Tidak
(BL) Tetap dan Honor Pelaksana Kegiatan
2 Belanja Barang & Jasa | 3.447.982.683 3.243.215.517 | 94,34 | Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa
dan Perjalanan dinas
3 Belanja Modal 12.000.000 12.000.000 | 100,00 | Terdiri dari Belanja  Modal
Perlengkapan dan Peralatan Gedung
kantor
JUMLAH ....... 8.846.264.447 | 8.587.785.359 | 97,08

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

Belanja terdiri dari
3.1.2.1. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan
Non PNS) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2018.
Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut terinci atas :

- Belanja Tidak Langsung

-PNS

Perkiraan Anggaran 2018 Realisasi 2018
(Rp) (Rp)

Belanja Gaji dan Tunjangan _, 3.404.029.064 3.272.012.312

Tambahan Penghasilan PNS 1.810.902.700 1.806.987.700

Jml. Belanja Tdk Langsung 5.214.931.764 5.162.069.842

Jumlah realisasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 98,99 % dari jumlah

yang dianggarkan.

Belanja Pegawai Langsung

Perkiraan Anggaran 2018 Realisasi 2018
(Rp) (Rp)

- Honorarium PNS 96.600.000 95.750.000
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- Honorarium Non PNS 74.750.000 74.750.000
Jml. Belanja Peg Langsung 171.350.000 170.500.000

Jumlah realisasi belanja pegawai langsung mencapai 99,50 % dari jumlah yang

dianggarkan.

3.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa .
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dalam
Tahun Anggran 2018. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai 94,06 %

dari jumlah yang dianggarkan.

Perkiraan Anggaran 2018 Realisasi 2018
,\ (Rp) (Rp)
- Belanja Barang dan Jasa 3.447.982.683 3.243.215.517

3.1.2.3. Belanja Tanah
Dalam tahun anggaran 2018 tidak terdapat anggaran maupun realisasi

belanja  tanah.

3.1.2.4. Belanja Peralatan & Mesin
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan
mesin pada Tahun Anggaran 2018. Jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin

tersebut terinci atas belanja berikut :

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Penghancur Kertas) Rp. 3.000.000
- Pengadaan Printer Rp. 9.000.000

Jumlah Rp. 12.000.000
jumlah realisasi belanja peralatan dan mesin tersebut mencapai 100,00 % dari

jumlah anggaran tahun 2018.

3.1.2.5. Belanja Gedung & Bangunan
Dalam Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat anggaran belanja gedung dan

bangunan.
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3.1.3. Belanja Aset
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk
Perangkat Daerah terdiri dari atas :
»  Aset Lancar
»  Aset Tetap dan
»  Aset Lainnya

Tahun Tahun
No Uraian Aset 2018 (Rp.) 2017 (Rp.) Penjelasan
1 ASET LANCAR (SKPD 424,228 500 | Tahun 2018 berupa barang
Persediaan berupa ATK dan Tahun
& SKPKD) 2017 merupakan Pajak Restoran
yang telah disetorkan bulan April
2018.
2 ASET TETAP (SKPD & 12.000.000 96.230.000 | Tahun 2018 :Pengadaan 1(satu) unit
SKPKD) i\/lﬁ;s:)n Penghancur kertas dan 3
3 ASET LAINNYA (SKPD - 5.000.000 | Tahun 2017 : Buku-Buku Bahan
& SKPKD) Bacaan
JUMLAH ASET 12.424.228 101.230.500

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3.1.3. Kewajiban
Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya
bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran .
@m/ Diantara kewajiban jangka pendek seperti :
» ATK yang belum dibayar
» Hutang premium pada SPBU
> Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga
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No Uraian Kewajiban Tahun Tahun % | Penjelasan

2018 2017

1 | KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-
SKPKD)

a. Hutang ATK

b. Hutang BBM

¢. Hutang Gaji

d. R/K(K)BUD -

e. Dsb

JLH KEWAIJIBAN JK. PENDEK

2 | KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD)
Hutang Bank

Hutang Obligasi
Hutang Pihak II1

JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci
3.1.4. Ekuitas Dana
Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD
yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA.

Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana

Qm’ Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.
No Uraian Ekuitas Dana Tahun2018 Tahun2017
(Rp.) (Rp)
1| EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD) 12.424.228 101.230.500

2 EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)
EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)

JUMLAH EKUITAS DANA 12.424.228 101.230.500

Catatan ;: Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya
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3.2. Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban

Neraca
No. Perkiraan 2018 2017
A. Aset Lancar :
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 500,00
Kas di Bendahara Penerimaan 0.00 0.00
Persediaan 424.228,00 0,00
Jumlah Aset Lancar 424.228,00 0,00
B. Aset Tetap :
Tanah 37.000.000,00 37.000.000,00
Peralatan dan Mesin 1.987.177.368,00 1.975.177.368,00
Gedung dan Bangunan 1.995.227.852,00 1.995.227.852,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 12.980.000,00 12.980.000,00
Aset Tetap Lainnya 56.997.500,00 56.997.500,00
Akm .penyusutan asset tetap (0,00) (2.059.685.835,77)
Aset Lainnya
Aset Lainnya 0,00 0,00
Jumlah aset tetap 4.089.382.720,00 2.017.696.884,23
Total Aset 4.089.806.948,00 2.017.697.384,23
C. Kewajiban :
KEWAJIBAN JANGKA 0 0,00
PENDEK
Jumlah Kewajiban 0 0,00
D. Ekuitas :
Ekuitas 4.089.806.948,00 2.017.697.384,23
Ekuitas SAL 4.089.806.948,00 2.017.697.384,23
Estiminasi Perubahan SAL
RK PPKD
RK PPKD
Jumlah Ekuitas Dana 4.089.806.948,00 2.017.697.384,23
Total Kewajiban & Ekuitas Dana 2.030.121.112,23 2.017.697.384,23

Uraian Tabel Neraca
1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Pada Tahun 2018 Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah). UYHD
Tahun 2018 disetorkan tgl 31 Desember 2018 sebesar Rp18.983.222,- (delapan belas
juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dan
Saldo Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 berupa Pajak Restoran Tahun
2017 sebesar Rp500,00 yang telah disetorkan bulan April 2018.
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2. Persediaan
Jumlah Nilai Persediaan Alat Tulis Kantor Per 31 Desember 2018 adalah
Rp424.228,- terdiri dari :

- Kertas Folio HVS 70 gr : 4 rim @Rp55.123,- ............ Rp220.492,-
- Kertas Quarto HVS 70 gr : 4 rim @Rp50.934,- ......... Rp203.736,-
3, Tanah

Harga perolehan tanah pada tahun 2017 sebesar Rp. 37.000.000,00 sedangkan pada

tahun 2018 tetap sama dengan te}hun 2018 karena tidak ada penambahan.

4. Peralatan dan Mesin

Harga perolehan Tahun 2017 sebesar ........c..cocccevenne Rp1.975.177.368,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar... Rp12.000.000,00
Harga perolehan peralatan dan mesin Tahun 2018...... Rp1.987.177.368,00

5. Gedung dan Bangunan
Harga perolehan gedung dan bangunan pada Tahun 2017 sebesar Rp1.995.227.852,00
dan pada tahun 2018 harga perolehan gedung dan bangunan menjadi
Rp1.995.227.852,00

6. Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp56.997.500,00 dan pada
tahun 2018 menjadi Rp56.997.500,00 karena tidak ada penambahan.

7. Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 0,00.- sedangkan pada tahun 2018
sebesar Rp0,00 karena tidak ada penambahan.

8. Kewajiban
Kewajiban pada tahun 2017 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2018 sebesar
Rp0,00
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9. Ekuitas
Ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp2.013.348.985,23 sedangkan pada tahun 2018
sebesar Rp2.013.348.985,23

10. Estimasi SAL
Estimasi SAL Tahun 2017 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar
Rp(8.846.264.447,00)

11. RZK PPKD
R/K PPKD tahun 2017 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar
Rp8.606.768.581,00.
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BAB 1V
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Kedudukan
Inpektorat Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.
4.2. Kewenangan
| 1. Kegiatan péngawasan internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

%W a. Pemeriksan kinerja/regular SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilingkuﬁgan Pemerintah
Kabupaten;

b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau
mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

c. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan asset;

d. Evaluasi Penerapan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

e. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Q&W Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012-2025 . |
f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk
mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
g. Evaluasi Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ).

h. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.
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i. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten; |
j. Asistensi penerapan SPIP di-lingkungan Pemerintah Kabupaten;
k. Asistensi perencanaan dan penyusunan Anggaran;
I. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Pengawasan Urusan Pemerinta@)an Nagari.
Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap keuangan , administrasi

pemerintahan nagari dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintahan Nagari

dengan melalui :

a. Pemeriksaan regular pada Pemerintah Nagari.

b. Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Kabupaten sesuai
hasil koordinasi; dan

c. Pemeriksaan khusus terkaif dengan adanya pengaduan yang bersumber dari
masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan
terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah
daerah.

%/ 4.3. Tupoksi

’ Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
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d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
£

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.
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BABY
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam menjalankan tugas pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan, selama Tahun 2018 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas
yang diamanahkan telah dilakukan dengan baik dan tidak ada hambatan /kendala yang

krusial dalam pelaksanaan anggati;m Perangkat Daerah tahun 2018.

5.2. Saran
1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih
meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih baik.

2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Painan, 02 Januari 2019
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
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£\ PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ly

] INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21604
& - PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAKUR 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeriniahan yang efekdf, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tengan dibawah
ini:

Hanna ¢ Doz, YESPE WAWIARBI
Jabatan : Inspeltur

Selanjutnya disebut pihak pertama
Hama ¢ ERNDRAJONI, 8.5, MLH,

Jabatanm : Bupat! Pesislr Gclntan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewnjudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangke menengah
sepertl yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan., Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target linerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan-
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
ﬁndakanysngdiperhlkanda]ammngkapembeﬁaﬁpenghargaandansank_s;

Painan, 31 Januari 2019

Pihalk Pertama
Inspekiur Kabupaten Pesisir Selatan

i
Drs. YEGPL NAWIARSIH
KIP. 19671017 198903 1 003




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

No. | R Sasaran Strategis Immmto: Kiuexji F ‘Target
(63) [£] (N T @
1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan L.
Kinerja Pemerintah Daerah Opini BPK WTP
- Rata-Rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja BB
Instansi Pemerintah (SAKIF)
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan -
2 Intern Pemerintah (APIP} Level Kapabilitas APIP 3
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian . .
3 Intern Pemerintah (SPIP) Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 3
Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp492.641.857 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarang, Rp457.049.500 APBD
Aparatur

3. ) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Rp2.214.111.809 APBD
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Rp143.150.550 APBD
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

5. Program Pengembangan data/Informasi Rp38.920.000 APBD

Painan, 31 Januari 2019
Pihak Pertama

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. YE
NIP. 196

AWIARSIH
7 198903 1 003




Lz PENIERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT
Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21601
PAINAN
M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ni:

Nama : EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya se
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka mene
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kamnii.

suai
ngah
dan

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 3| Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. YE AWIARSIH EMILAL , S.Sog., M.M.
Nip. 1968107%7 198903 1 003 : Nip. 196740927 198908 2 001




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIS .
) i @) () @
1 {Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang berkualitas| Jumlah PD yang memiliki Laporan Keuangan
sesuai Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) 32
Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK
dan Inspektorat - 32
2 |Meningkatnya Nilai Siatem Akuntabilitas Kinerja [Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang bernilat |
Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah {minimal BB 33
3 |Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Jumlah PD yang menerapkan SPIP
Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah ( 32
Jumlah PD yang dibina
45
Program/Kegiatan Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp492.641.857
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp457.049.500
Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Rp2.214.111.809
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Rp143.150.550
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
o.

Program Pengembangan data/Informasi

Pihak Kedua
Inspektur Kabupaten Pesisir Sclatan,

Drs.
NIP. 196

WIARSIH
198903 1 003

Rp38.920.000

Painan, 31 Januari 2019

Pihak Pertama




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21601
PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : SUDARWIN, S.P., M.Si.
Jabatan : Inspektur Pembantu I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran petjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, %! Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak7Pertama,
Drs. YE NAWIARSIH SUDARW]N, S.P., M.Si.

Nip. 1968101f7 198903 1 003 Nip. 19681216 199803 1 001




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pihak Kedua
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Dzs. Y.
NIP, 196

AWIARSIH
7 198903 1 003

Rp143.150.550

Painan, 31 Januari 2019

,8.P., M.Si,
16 199803 1 001

~

INSPEKTUR PEMBANTU I
4] m—— T2 ; (3] ' ()
1 |Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang berkualitas | Jumlah PD yang memiliki Laporan Keuangan 8
sesuai Standar Akuntabilitas Pemerintah
{SAP)
Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK 8
dan Inspektorat
2 |[Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja [Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang bernitai | 8
Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah |minimal BB
3 |Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Jumlah PD yang menerapkan SPIP 8
Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah .
Jumlah PD yang dibina 11
Program/Kegilatan Anggaran
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Rp2.2 i4.111.809
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
‘ ’ INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21601
PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : HERMAWAN, S.T.
Jabatan ! Inspektur Pembantu II
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. YE NAWIARSIH :
Nip. 1968107 198903 1 003 1p. 19780306 200501 1 003




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

INSPEKTUR PEMBANTU II
No.| = Sasaran Strategis  Indikator Kinerja | Tasget
) SR 3 - @)
1 [Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang berkualitas | Jumlah PD yang memiliki Laporan Keuangan 8
sesuai Standar Akuntabilitas Pemerintah
| (SAP)
Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK 8
dan Inspektorat
2 |Meningkatnya Nilai Sistem Alcuntabilitas Kinerja [Jumiah SAKIP Perangkat Daerah yang bernilai 8
Instansi Pemerintahan {SAKIF) Perangkat Daerah |minimal BB
3 |Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Jumlah PD yang menerapkan SPIP 8
Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
Jumlah PD yang dibina . ’ 12
Program/Kegiatan Anggaran
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Rp2.214.111.809
den Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pihak Kedua
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AWIARSIH
NIP. 1961017 198903 1 003

Rp143.150.550

Painan, 31 Januari 2019

P. 19780306 200501 1 003




et PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ninged] INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21601
PAINAN

M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : IRZAL AZIZ, S.E., M.M.
Jabatan : Inspektur Pembantu III
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
Jabatan : Inspektur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut nienjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 3} Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. YE NAWIARSIH

I1Z, S.E., M.M.
Nip. 19681017 198903 1 003

. 19620928 198903 1 004




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pihak Kedua
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Drs.
NIP. 196

PLNAWIARSIH
198903 1 003

Rp143.150.550

Painan, 31 Januari 2019

Pihak Pertama
Pembantu III

AZ1Z, 8.E., M.M.
1P. 19620928 198903 1 004

INSPEKTUR PEMBANTU 1l
No. | - "' Susardn Strategis -  Indikator Kineja . | Target
8] @ ) @)
1 {Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang berkualitas | Jumlah PD yang memiliki Laporan Keuangan 8
sesuai Standar Akuntabilitas Pemerintah
SAP)
Jumiah PD yang menindaklanjuti temuan BPK 8
dan Inspektorat
2 |[Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja {Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang bernilai { g
Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah |minimal BB
3 |Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Jumlah PD yang menerapkan SPIP 8
Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
Jumlah PD yang dibina i 11
Program/Kegiatan Anggaran
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Rp2.214.111.809
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT
Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21601
! PAINAN
M—M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : AFRIJON, S.H.

Jabatan : Inspektur Pembantu IV
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. YESPI NAWIARSIH
Jabatan : Inspektur '

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, %\ Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
}}
Drs. YE NAWIARSIH AF ON, S.H.

Nip. 19681017 198903 1 003 Nip. 19680212 198903 1 005




VORMULIR LAMPIRAR PERJARJIAN KINBRJIA
INSPERTORAT EABUPATEN PERISIR SELATAN

PERJARJIAR KINERJA TARUH 2019
IESPERTOR PENBAKTU I
Jxmhhﬁmmem;ﬁdmm% ' 8 |
seauai Standaer Akuntabilitas Pemerintah
(SAR)
Juntlah PD yang menindakianjuti temuan BPK 8
dan Inspektorat
2 [Meaingkataya Nilal Sistem Akuntabilitas Kinerja{Jumiah SAKIP Perangkat Daseeh yang bersia 5
lnstandpemerhtahan(ml’«anmnaemh minimal BB
3 |Meningkatnya Pencrapan Sigtem P Jumish PD yang menerapkan SFIP }
Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Dacrah
A
Jumlah PD yang dibina ) i 11

1.

2.

Program/ Begiatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebjakan KDH

Program Peningkatan Profegionalisme Tenaga
Pemerikaa dan Aparatur Pengawasan

Dra.

NIP. 19691017 198903 1 003

Anggaren

Rp2.214.111.809

Rp143.150.550

Painan, 31 Januari 2019

Pihak Pestama




/s PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
' INSPEKTORAT

Jalan Pahlawan No. 1 Telp/Faks (0756) 21601
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini;

Nama : SITI WAHYU WIDAYAT, A.Md.

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhesilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 2|Januri 2019
Pihak Kedua, Pihak\Pgrtama,

EMILALOVIZA, S.Sod., M.M. SITI WAHYU AX}AT, A.Md,
Nip. 19670927 198903 2 001 Nip. 19700912 199303 2 001




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
0 @ B) @
1 [Meningkatnya Perencanean Kinerja Persentase OPD yang memiliki 86,7%
Perencanaan Kinerja yang baik
2 {Teriaksananya penilalan resiko Persentase OPD yang membuat RTP 100,0%
3 }Meningkatnya kemampuan satgas SPIP dalam menganalisa restko Persentase satgas SPIP yang mampu 100,0%
menyusun peta restko
4 }Meningkatnya Pengukuran Kinerja Persentase OPD yang mengukur kinerja 86,7%
secara periodik
§ [Meningkatnya pencapalan kinerja Persentase pencapalan kinerja OPD 86,7%
Program /Kegiatan Anggaran
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 89.400.000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 56.138.367
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 28.219.990
Jumiah 173.788.357

Painan, 31 Januari 2019

~
&itl Wahyn Widagat, A.Rd.
HIP.227C0912 159303 2 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : ZURWIN

Jabatan : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EMILALOVIZA, S.Sos., MM.
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 4\Jaguari 2019
Pihak Ke Pihak P¥rtama,

EMILALOVIZA, S.Sos., MM. RWIN
Nip. 19670927 198903 2 001 Nip. 1962014 198703 1 002




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Meningkatnya tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan [Persentase Rekomendasi yang 91,0%
oleh setiap OPD ditindaklanjuti
2 |Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja Persentase hasil rekomendasi yang 91,1%
ditindaklanjuti
3 {Terciptanya lingkungan pengendalian Persentase penerapan lingkungan 91,1%
pengendalian pada setiap OPD
4 |Meningkatnya kegiatan Pengendalian Persentase implementasi unsur dari 91,1%
kegiatan pengendalian
5 [Terlaksananya pemantauan pengendalian intern Persentase implementasi unsur dari 91,1%
) pemantauan pengendalian intern
6 |Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap penyelesaian hasil Persentasi rekomendasi hasil pembinaan 91,1%
pembinaan SPIP SPIP yang telah ditindaklanjuti
Program /Kegiatan Anggaran
1 Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala Rp 1.323.828.827
2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Rp 345.287.842
Daerah
3 Inventarisasi temuan pengawasan Rp 17.139.325
4 Tindaklanjut hasil temuan pengawasan Rp 398.652.333
5 Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Rp 80.182.076
6 Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Rp 49.021.406
7
Jumlah Rp 2.214.111.809
Painan, 31 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris

NIP. 19671927 198903 3 001

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

rwin

NIP. 19620614 198703 1 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

Nama : RIO SYANDRA, SST., ST.

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
Jabatan ° : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pericapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 31 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama,

EMILALOWIZA, S.Sok., MM. RIO SYANDRA, SST., ST.
Nip. 19674927 1989d3 2 001 Nip. 19810707 200501 1 010




FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.

Sasaran Strafegis

Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (4)
1 |Meningkatnya Pengelolaan SDM APIP Persentase APIP yang memilild 80
kompetensi
2 |Meningkatnya budaya dan hubungan organisasi APIP |Persentase keterlibatan seluruh 90%
. komponen organisasi dalam
pengambilan keputusan
3 [Meningkatnya Peran dan Layanan APIP Tingkat Kepuasan Stakeholder Cukup
terhadap Pelayanan APIP Puas
4 |Meningkatnya praktek Profesional AP!P Persentase APIP yang dapat melaksanakan 80%
tugas sesuai standar audit
S |Meningkatnya struktur tata kelola APIP Perbup Tupoksi tentang APIP 1
6 |Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap aturan yang berlaku Pesentase OPD yang melakukan kegiatan 91,1%
dalam melaksanakan kegiatan sesuai aturan
7 [|Terlaksananya informasi dan komunikasi Persentase implementasi unsur dari Informasif 91 , 1%
dan Komunikasi
8 |Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen kinerja APIP Persentase APIP yang dapat 90%
melaksanakan tugas sesuai target yang
dioroeramkan
Program/Kegiatan Anggaran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Rp 51.460.500
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 89.400.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 61.205.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 20.400.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Rp 56.138.136
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 28.219.990
7 Penyediaan Komponen Installasi Listrik/Penerangan Rp 9.738.000
Bangunan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan dan Rp 4.500.000
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 42.205.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 76.375.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp 53.000.000
12 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Rp 38.920.000
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 20.000.000
14 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 114.,200.000
15 Pengadaan Meubiler Rp 61.500.000
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Rp 241.349.500
17 dinas/operasional
Jumlah Rp 988.611.126
Painan, 31 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Kasubag Kepegawaian

NIP. 19670927 /198903 2 001

Rio Syandra, SS?., ST.
NIP.19810707 200501 1 010




